Menimbang

Mengingat

BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI EALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA,

. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1] huruf d Pasal

314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (B) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Bupati Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daergh (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan
bersama;

. bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan vang lebih tingsi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b, perli menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamars,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Qunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10,

11,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856/;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan tah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 temtang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomaor
4,Tambahan Lembaran Negara Repu ik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Inde Tahun 2000 Nomor
210,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4028,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
(Lembuaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahum 2009 tentang Bantuan
KReuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kall diubah terakhir dcnga,}: Peraturan Pemenntah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 temtang HBantuan Keuangan
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
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Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemoar 6177); i

Peraturan Pemerintah Nomor 7] Tahun 2010 tentang Standar
Akuntans: Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tdahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyatr Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atag Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinin dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Fegam Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847); :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaoar 6041); |

Peraturan Femerintah Nomor 56 Tahupn 2018 tentang Pinjaman
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan ntah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 52 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerinteh Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
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Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Padae Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeﬁ Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah |(
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan Daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penggangaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adminstrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Lapofan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan ai Politik ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 No 630), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2020 tentang Tata Cara itungan, Penggangaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Adminstrasi Pengajuan, Penyalliran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik { Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777R

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 90 Tahun 2019 tentang
Kiasifikasi, dan Nomeklatur Perencanan Pembangunan dan
Keuangan Daerah | Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunamn Jangka Panjang Daersh
Kabupaten Murung Rayva Tahun 2008 2028 (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66};

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Rayva Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susupan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tehun 2016 Nomor 38)sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerall Kabupaten Murung Raya
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Murung Rava Nomor 9 Tahun 2016 tentang
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Murung Rayva (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Rayva Tahun
2020 Nomor 3j;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017

tentang tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Rava Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Murung Rava Tahun 2017 Nomor
42},

31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raeya Nomor 4 Tahun 2020

tentang tentang Penyvertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Murung Raya pada Persercan Terbatas Bank Pembangunan
Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Rava Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022

Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 |;

Dengan Persetujuan Bersama

tentang Pengelolaan Keuangan Dgh (Lembaran Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH murﬂ_!_m MURUNG RAYA

Dan
BUPATI MURUNG RAYA

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGA PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
.

Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

Pemerintahan Daerah adalah penyelengsaman urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pemhantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistermn dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dunaksqd dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintesh  Daerah yvang memimpin pelaksanaan urusan
pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- Bupati adalah Bupati Murung Raya
- Dewan Perwakilan Rakyat Daersh yang selanjutnva disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.

- Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah

lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,



7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewsajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemermntahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintall daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang,

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah vang terdin dari
DPRD, kepala daerah /wakil kepala daerah dan SKPD,

Il. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD] adalabh dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

!

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan

pembiayaan serta asumsi vang mendasarifiya untuk periode 1 (satu)
tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran vang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagali acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

15. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan vang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran. ]

17. Pinjaman Daerah adalah semua tran yﬂmg mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dan pihak lain sehingga rﬁemh dibebani kewajiban
untuk membayvar kembali.

18. Piutang Daerah adalah jumiah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemesintah daerah vang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat jian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan purundang—u;t::man atau akibat lairinva
vang sah.

19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar vang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ckonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,

21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yvang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi SKPD.,

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dar pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik vang berupa personil
(sumber dava manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beb#rapa atau kesemua jenis
sumber dava tersebut sebagai masukan (input] untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen Vang digunakan/diterbitikan aleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
heban pengeluaran DPA-SKPD.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan
Pembiavaan Daerah,

(2] APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai
berikut : |

a. Pendapatan Daerah Rp. 2.183.810.605.050,74

b. Belanja Daerah Rp. 2.183.810.605.050,74 [ - )
Defisit / Surplus Rp. ~ 0,00

¢. Pembiavaan Daerah ;

1. Penerimaan Rp. 12.962.500.000,00

2. Pengeluaran Rp. 11%2-5@.@&,@ (-1
Pembiayaan Neto Rp. 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.183.810.605.050,74
[ Dua Trnliyun Seratus Delapan Puluh Iiba Milyar Delapan Ratus
Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Lima Puluh Rupiah Tuph Puluh
Empat Sen) yang bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.122.174.616,37 (Enam
Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh
Pruluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah Tiga Puluh
Tuuh Senj, vang terdini atas:




a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah

¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

{2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 15,518.500.000,00 ( Lima Belas Milyar
Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Rartus Ribu Rupiah).

(3) Retnbusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.797.360.000,00 ( Dua Milyar Twuh
Ratus Sembidan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu
Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diencanakan ssbesar Rp.
39.639.604,00 ( Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh
Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
45.766.675.012,37 | Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam
Pulih Enam Juta Enam Ratus Tujh P?“_hh Lima Ribu Dua Belas
Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen ).

|
Pasal 5

|1) Pendapatan transfer sebagaimana dimakéud dalam pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.112.688.430.434,37 ( Dua Trliun
Seratus Dua Belas Miyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta
Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat
Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen ), yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusaf; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah;

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a direnganakan sebesar Rp.
2.083.399.011.000,00 | Dua Triliun Belapan Puluh Tiga Milyar
Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan | Sebelas Ribu Rupial).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.289.419.434,37 |
Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta
Empat Ratus Sernbilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat
Rupnah Tiga Puluh Tujuh Sen ).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp.7.000.000.000,00 (
Tujuh Milyar Rupiah) yang direncanakan dianggarkan dalam Lain-lain
pendapatan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yaitu Pendapatan Hibah sebesar Rp.7.000.000.000,00 |
Tujuh Milyar Rupiah)



Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, direncanakan
sebesar Rp. 2.183.810.605.050,74 (Dua Triliyun Seratus Delapan
Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Ribu
Lima Puluh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen) terdini dari atas :

a. Belanja Operasional;

b. Belanja Modal;
c. Belania Tidak Terdugs;

d. Belanja Transfer;
Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal
7 huruf & direncanakan sebesar Rp. 1.403.999.498.444,00 (Safu
Triliyun Empat Ratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat
Ratus Empat Puluh Empat Rupiah ), yang terdiri atas :

a. Belanja pegawai,

b. Belanja barang dan jasa;
¢. Belanja subsidi;

d. Belanja hibah; dan

e. Belanja bantuan sosial;

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 678.362.078.818,00 (Enam Ratus
Tupuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Banam Puluh Dua Juta Tujth
Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 545.077.622.122,00 (Lima
Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Pulith Tujuh Juta Enam Ratus
Dua Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Diae Rupiah)

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp. 3.558.800.000,00 (Tiga Milyar Lima
Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

(5] Belanja hibah sebagaimana dimaksad ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 159.678.0138.372,00 (Seratus Lima
Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuli Puluh Delapan Juta Tiga
Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupft?d

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 17.720.859.482,00 (Tujuh Belas Milyar
Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan
Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)

Pasal 9
(1} Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

huruf b direncanakan sebesar Rp. 48*;“1.?97.&06,90 (Empat
Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puiuh Satu
Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Twjult Ribu Enam Ratus Enam

Rupiah), yang terdiri atas :



&. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

¢. Belanja modal bangunan dan gedung |

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. Belanja modal aset tetap lainnva; dan

f. Belanja modal aset lainnya;

(2} Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 8.120.000.000,00 (Delapan Milyar
Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.897.497.336,00
(Twuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tuph Juta
Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh
Enam Rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.
244.506,357.506,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima
Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus
Enam Rupiah). |

(S) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf d direnganakan sebesar Rp.
138.546.012.094,00 (Seratus Tiga h Delapan Miyar Lima
Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Belas Ribu Sembilan Puluh
Rugiah)

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf e direncanakan sebesar Rp. B8.360.531.230,00
(Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Pulth Juta Lima Ratus Tiga
Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rapiah)

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf { direncanakan sebesar Rp. 10.451.399.440,00 (Sepulih
Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga se i dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 5.000 .000,00 ( Lima Milyar
Rupiah |, yang terdiri dan atas belanja ti uga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp. 290.929.309.000,00 (Dua
Ratus Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan
Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 1.832.000.000,00 (Satu Milyar Delapan
Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah )
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(3] Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 289.097.309.000,00 (Dua
Ratus Delapan Puluh Sembidan Milyar Sembilan Puluh Tuph Juta
Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah |

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp.12.962.500.000,- (Dua Belas Miyar Sembilan Ratus Enam
Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), vang terdiri atas :
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiavaan daerall sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.12.962.500.000,-
(Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) dalam bentuk Sisa lebih perhiitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya yang Jirenmnnkan sebesar
Rp.12.962.500.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh
Dua Juta Lima Ratus Ribu Ruptah)

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebésar Rp.12.962.500.000,-
(Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah} dalam bentuk Penyertaan modal daerah yang

direncanakan sebesar Rp.12.962.500.000,- (Dua Relas Milyar
Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima R Ribu Rupiah).
Pasal 15 |

(1) Selisih antara anggaran pendapatan fdncrah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinva surplus/(defisit) sebesar
Rp.0,00

{2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan diren¢anakan sebesar Rp.0,00

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk  keperiuan mendesak,
pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran vang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeldaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam Perubahan APBD Kabupaten Murung Raya
Tahun Anggran 2024 , dengan cara teflebih dahulu melakukan
Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,
dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi ﬂ:'g,a.mn Tahun 2024,

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
a. bencana alam, bencana non alam, Bencana sosial dan /atau
kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atay

c. kerusakan sarana/prasarana vang dapat menganggu kegiatan
pelayanan publik; -



(3} Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
vang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja vang bersifat
wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendah Pemerintzh
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya vang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemernntah
Daerah dan/atau masvarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tr.n:antum dalam Lampiran vang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini terdin dari :

a. Lampiran | Ringkasan APBD yang dikasifikasi menurut
kelompok dan jenis bendapnm. belanja, dan
pembiavaan;

b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

¢. Lampiran [l Rincian APBD menugut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, ~Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan. Kelompok, ni!ema Pendapatan, Belanja

dan Pembiavaan;

d. Lampiran IV  Rekapitulasi menurut Urusan
Pemerintahan D , Organisasi , Program,
Keglatan Beserta Iﬁall dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

2. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan | Keterpaduan  Urusan
Pemerintah Daeralh dan Fungsi Dalam
Kerangka Peng!u]am!{ Keuangan Negara,

f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuban SPM;

g. Lampiran VII Sinkronisasi pada RPJMD dengan
Rancangan Pendapatan dan Belanja
Daerah;

h. Lampiran VI[I Sinkronisasi gn, Kegiatan dan Sub

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan Angga Pendapatan dan Belanja
Daerah;

i. Lampiran[X Sinkronisasi 1 Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas D ;
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). lLampiran X  Daftar Jumiah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

k. Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah;

. Lampiran Xl Daftar Penvertaan Madal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

m. Lampiran Xill Daftar Perkiraan . Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-
lain,

n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak [Multy
Years),

0. lampiran XV Dafter Dana Cadangan; dan
p. Lampiran XVl Daftar Pinjaman Daemah

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati téntang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2024. '

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Hada-tangeal 22 Pebruari 2024
NG RAYA,

LEMBARAN DAERAH KAB URUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 23;

NOREG PFERATURAN DAERAH RABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : [ 01 .07/2024)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

L. UMUM

Anggaran Pendupatan dan Belanjn Daerah selanjuinva disingkat APBD adalah sustu
rencana Keuangan tabunan pemerintgh daerah yang disetujui oleh Dewan'Perwakilan Rakyat Daerah (LIU
No. 17 Tahun 2003 pusal | butir 8 temtang Keuangan Negar)

Semun Penerimaan Dacrah dan Pengeluaran Dacrah hstus dicstat dan dikelola dalam
APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dolam mngka pelaksansan tugas-tugas
desentrulisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan defigan pelaksanasn Dekonseniras:
atou Tugns Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. [

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dadam satu mhun anggaran APBD
merupakan rencana pelaksanaun semuan Pendapatan Daerah dan semusl Belanjn Dacrah dalam rangks
pelaksungan Desentralisasi dalam tahun anggaran terientu. Pemungutan semua penerimaan Daerah
bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran
daerah dan ikatan yang membebani dacrah dalum rangka pelak : trulisast dilnkukan sesuni
jumlah dan sasaran vang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaun keuangan
daerah, maka APBD menjadi desar pula bagi kegistan pengendalian] pemeriksaan dan pengawasan
keuangan daerah,

APBD terdin  dan  anggaran pendapatan  dan  pembiaysan, pendapatan  terdin
atas Pendapatan Asli Daerah(PAD), yang meliputi pajak dacrah, retribusi daerah. hasil pengelolsan
kekayaan daerah, dan penernimaan lain-lmn Bagian dana peri . yang melipun Dana Bag
Hasil, Dana Alokasi Umum (DAL) dan Dana Alokasi Khusus, kemudisn pendapatan yung sah seperti
dana hibah atau dans darurst Pembinyaan yaity setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atay
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tabhun-
tahun anggaran benkumya '

APBD pada dasarnya memuat rencana keuanpan daersh dalam rangka melaksanakan
kewenangan untuk penyelenggarasn pelayansn umum selsma satu peniode anggaran. Tahun anggaran
APBD meliputi masa satu thun, mulai dari tangeal | Janunn sampad dengan tanggal 31 Desember
Sesum dengan pendekatan kinena yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus
disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang skan dicapai. Schingga Kinerga pemerintah dacrah dapat
diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD. i

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Avat (1)
Yang dimaksud dengan Pendapatan D@ierah adalah penerimaan
vang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat
kenaikan aktiva ataupun penurunan utang vang dapat digunakan
oleh pemerintah dalam membangun ddan mengembangkan suatu
daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, vang
dimaksud dengan belanja adalah pengeluaran uang dari rekening
kas umum daerah vang tidak akan diterima kembali. Yang
dimaksud Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk meénutup
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defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau
surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan
daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk
menganggarkan setinp pengeluaran yang akan diterima kembali
dan/atau penerimaan vang periu dibayar kembali, baik pada
tahun anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi
dalam 2 bagian yaitu Penenmaan Pembiayaan Daerah dan
Pengeluaran Pembiavaan Daerah.

Avat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Huruf b

Huruf ¢

Pasal 4
Avat (1)

Hurufa

Huruf b

Hurufl e

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daermh adalah
pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah vang
bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri
dari pajak daerah, retnbusi . hasil perusahaan milik
daerah dan pengelolaan ¥ daerah vang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Yang dimaksud dengan Dana Pernimbangan adalah dana
vang bersumber dari pendapa APBN yang dialokasgikan
kepada daerah (otonom) untuk danai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Dacrah Yang
Sah adalah jenis penerimaan mh yang terdiri dari lain-
lain penerimaan yang sah, maan dari provinsi dan
Pendapatan Lainnya. |'

Yang dimaksud dengan Pajak rah adalah juran rakyat
kepada pemerintah untuk Kas Daerah yvang digunakan
untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang
bersifat wajib dan dapat dipakaakén dengan tidak mendapat
iasa timbal balik berdasarkan und]i_,ng-undang yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan

daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yvang

diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang
atau badan vang mempunyai itingan, dan balas jasa
dari adanya retribusi daerah fersebut langsung dapat
dirasakan oleh mereka vang membayar retribusi tersebut,

Yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Derah
Yang Dipisahkan adalah Bagian laba usaha daerah
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil
perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah
yvang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari
BPD, Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah
kepada pihak ketiga.
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Huruf d
Yang dimaksud dengan Lain-lLain Pendapatan Daerah yang
sah adalah penerimaan daerah vang diperoleh pemerintah
daerah dari barang atau jasa yvang dimiliki pemerintah.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Avat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Avat (5)
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7

Yang dimaksud Belania Daerah adlalah perkiraan beban

pengeluaran daerah yang dialokasikan segara adil dan merata agar

relatif dapat dinikmati oleh seluruh ke?mpuk masyarakat tanpa

diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Hurufa
Yang dimaksud dengan Belanja Operasi adalah pengeluaran
anggaran untuk kegiatan seharihari Pemerintah Daerah
yvang memberi manfaat jangka penﬂek

Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘bcia.nja adalsh pengeluaran
vang dilakukan dalam rangka belian /pengadaan aset
tetap dan aset lainnya yang memplnyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk dalam kegiatan
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, gan, buku perpustakaan,
dan hewan, ' jarlr

Hurufc
Yang dimaksud dengan belanja nqpk terduga adalah belanja
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang seperti penqggulnngnn bencana alam
dan bencana sosial yang tidak diperkimakan sebelumnya
termasuk pengembalian atas p#:dapamn daerah tahun-
tahun sebelumnva. :

Huruf d !
Yang dimaksud dengan belanja traénsfer adalah pengeluaran
anggaran dari pemerintah daerah Eepada pemerintah daerah
lainnya atau pengeluaran anm dari pemerintah daerah

kepada pemerintah desa.
Pasal 8

Avat (1)
Hurufa
Yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah belania
kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang vang
ditetapkan berdasarkan lmtmnpn perundang-undangan
yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintzh
daerah baik yang bertugas di maupun di luar daerah
scbagal imbalan atas pekerjran gang telah dilaksanakan,
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal, Contoh: gaji dan tun;nngn honorarium, lembur,
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kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.
Hurufb 1
Yang dimaksud dengan belanja barang dan jasa adalah
digunakan untuk pembelian barang dan jasa vang habis
pakai puna memproduksi barang dan jasa. Contoh:
pembelian  bararig dan jasa keperluan kantor, jasa
pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas,
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan subsidi adalah alokasi anggaran
yvang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang
bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat banyak.
Hurufd
Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian
uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasvarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus mencrus.
Huruf e
Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian
bantuan yang sifatnya tidak sefara terus menerus dan
selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masvarakat.
Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai
politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Avar (4)
Cukup Jelas :
Avat (5) |
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas I

Pasal 14
Cukup Jelas '
Pasal 15

Cukup Jelas
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Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR
23:
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KABUPATEN MURUNG RAYA

Lampranl: Parabean Dastsh
Ngmie - 1 Tahon 2024
Tonggal | 22 Februsd 2004

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

| kooE URAIAR | JUMLAH ()
1 2 | 4
4 PENDAPATAN DAERAH |
4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | B4.122.174.616.97
44,01 P Daarah 15.518.500.000,90
4102 Ristrbusl Dazeah : 2.757.360.000.00
anca Hass Pengaiokaan Mekayaan Daetah yarg Dssatisn 38,638 £04.00
108 Loy tain PAD yang San | S TR ETE MR T
a2 PENDAPATAN TRANSFER | 2.112.658A30.434,37
4200 Pordapats Transler Pemarntati Pusal i 2 083 399,011 000.60
4T07 Pendapatan Transter Antar Daorah : 20,269 41243457
a3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM | _ T 0000 000, D00, 01
4308 L Lain Panianaten Semin congan Ketartian Pauturan Perundang Lindangin * 7.000.000.000.00
Jumiah Pendapatan F 2,189.810.605.060,74

5 BELAMJIA DAERAH
51 SELAMJA OPERASS I 1,402.999.498.444,00

s Belanja Pegamal 78.352078 818,00 |
.02 Belann Esrang dan Jass 5077 ERs. v2.00
5104 Belanjs Subsdi f 3.558.400.000.00
5105 Botarya Hoah I 153 260 138, 072.00
S.1.08 Bolanjn Banjuan Somal T 17T asR 4200
52 BELANJA MODAL : &021.887 797 806,00
5201 Beterya Mode Tarah i .120.000.000,00

| BRO2 Baiania Mods Poralatan oan Mess —T 73,867 497.335.00
520 Balerys Moda! Gsdung dan Bangunan ¥ 244 504357 508,00
5204 Bekzria Moda atan. Jaringan. dan Ingas: r 138,546,012 094,00
S305 Esiarin Modsl Az=: T=ap Lemmys - B.EED 531 230 00
5205 Belarga Modsl Asad Laimmya | 10,457 398 44000
5.3 BELAMIA TIDAK TERDUGA Jf $.000,000,000,00
saom Bualara Ticak Tarntiga ;_ £ 000 D00
54 BELANJA TRANSFER I 290.224 302.000,00
5401 Batarya Bag Haul ] | 1832000000, 00
Hapz Bolunjn Baniuan Keuangsn T TR OB T SO0 B0

i [ =i



KobE URAIAN LT amanew |
1 2z |

Jumish Baianjs L 2.183.510.605,050,00
Total Surpius:(Defisin | a7

5 PEMBIAYAAN DAERAH 1 |
&1 PENEFIMAAN PENBLAYAAN _'. 12.962.500.000,00
| B | si.n_ubh F;Mm Arggatar Tatun Sehalumnya - | 1652 500,000,00
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Menimbang :

Mengingut

b.

BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Pasal
314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Bupati Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persctujuan
bersama;

bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yvang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya
Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10,

11,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahuin 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomar 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4072) sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor |, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
6177);



12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20,

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Alkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5B87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagnimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Permnerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Kewangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi
Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6900);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah | Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Dacrah | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);
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24,
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27,

28,

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan Daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penggangaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adminstrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik [ Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penggangaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Adminstrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Penanggunq'awahan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, dan Nomeklatur Perencanan Pembangunan dan
Keuangan Daerah | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 648);

Peraturan Dacrah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Rayva Tahun 2008 Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun
2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38),sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung
Rayan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Rayva Tahun
2024 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017
tenitang tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewnn Perwokilan Rokvat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 173, Tambshan
Lembaran Daecrah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor
42);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2020
tentang tentang Penvertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung
Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Rava
Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2020 Nomor 4},

31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 |;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Rava Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Rayva Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 24 |;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
Dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah  Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom,

4, Bupati adalah Bupati Murung Raya.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnva disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.

6. Badan Pemeriksa Keuwangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah
lembaga negara vang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

7. Keuangan Daecrah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggamman pemerintahan daerah yang dapat dinila
dengan uang termasuk didalamnya segald bentuk kekayaan vang
berhubungan dengan hak dan kewajiban dacrah tersebut.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan dacrah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD,
Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yvang selanjutnva
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode S (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang sclanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjuinya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 {(satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran vang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagal acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang periu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebith Perhitungan Anggaran vang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima scjumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewwjiban
untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah dacrah yang dapat
dinilail dengan uang sebagal akibat perjanjian atau alkibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.

Dana Cadangan adalsh dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhli dalam
situ tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperolch manfaat
ckonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya schingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
vang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi SKPD.

22, Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagal bagian dan pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dayva
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa,

23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yvang digunakan/diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Pasal 2
(1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan
Pembiayaan Daerah.
(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nncian sebagai
berikut :
a. Pendapatan Daerah Rp. 2.579.197.332.860,00
b. Belanja Daerah Rp. 2.579.197.332.860,00 | -)
Defisit / Surplus Rp. 0,00

¢. Pembiayaan Dacrah :
1. Penerimaan Rp. 12 %‘2 500.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan hngg,aran
Tahun Berkenaan  Rp. 0,00

Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.579.197.332.860,00
{ Dua Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan
Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delupan Ratus Enam
Puluh Rupiah) yang bersumber dan :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
¢. Lain-lain pendapatan dacrah yang sah;

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf a direncanakan scbesar Rp. 96.192.391,.799,00 (Sembilan
Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Pua Juta Tiga Ratus
Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajuk daerah

b. Retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;



(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 36.067.224.373,00 | Tiga Puluh Enam
Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu
Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

{3} Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf b
direncanakan scbesar Rp. 38.950.000.000,00 [ Tiga Puluh
Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekavaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.
39.639.604,00 | Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh
Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Ashi Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.
21.135.527.822,00 | Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh
Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua
Puluh Rupiah ).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.475.504.941.061,00 [ Dua Triyun
Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Juta
Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah ),
vang terdiri atas :

a. Pendapatan transfor pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar dacrah;

(2) Pendapatan transfer pemernintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufl a direncanakan sebesar Rp.
2.453.178.161.000,00 [ Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga

Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu
Ribu Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,.22.326.780.061,00 ( Dua
Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus
Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Satu Rupiah ).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. Rp.7.500.000.000,00
{ Tupeh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang direncanakan dianggarkan
dalam Lain-lain pendapatan sesumi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yaitu Pendapatan Hibah scbesar
Rp.7.500.000.000,00 | Twjuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, direncanakan
sebesar Rp. 2.579.197.332.860,00 | Dua Tniyun Lima Ratus Tujuh
Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Twjuh Juta Tiga Ratus

Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) terdiri dari
alas :



a. Belanja Operasional;
b. Belanja Modal;
¢. Belanja Tidak Terduga;

d. Belanja Transfer;
Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.617.490.942.155,78 [Satu
Trilyun Enam Ratus Tufuh Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh
Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh
Lima Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen), yang terdin atas :

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa:
¢. Belanja subsidy;

d. Belanja hibah; dan

e. Belanja bantuan sosial;

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 744.510.691.399,32 (Twuh Ratus
Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus
Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembnilan Puluh
Sembilan Rupiah Tiga Puluh Dua Senj;

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 710.024.994.142,46 (Twjuh Ratus
Sepuluh Milyar Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan
Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah Empat Puluh
Enam Senj;

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud avat (1) huruf ¢
direncanakan scbesar Rp. 7.540.652,799,00 (Tuwuh Milyar Lima
Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

(5) Belanja  hibah  sebagaimana  dimaksud ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 129.109.603.815,00 (Seratus Dua Puluh
Sembilan Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu
Delapan Ratus Lima Belas Rupiah)

(6) Belanjn bantuan sosial scbagaimana dimaksud ayat (1) huruf
direncanakan sebesar Rp. 26.308.000.000,00 (Dua Puluh Enam
Milyar Tiga Ratus Lima Juta Rupiah)

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp. 577.886.051.124.,22 (Lima Ratus
Twjuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta
Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat  Rupiah Dua Puluh
Dua Sen), vang terdiri atas :

#. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;



¢, Belanja modal bangunan dan gedung;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
[. Belanja modal aset lainnya;
(2} Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 9.430.000.000,00 (Seminfan Milyar
Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 99.239.667.728,22
( Sembian Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan
Juta Enam Ratus Enam Puluh Twuh Ribu Tumh Ratus Dua Puluh
Delapan Rupiah Dua Puluh Dua Sen).

(4] Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 241.481.475.513,00
(Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Pulih
Satu Juta Empat Ratus Twjuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga
Belas Rupiahy.

(5} Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul d direncanakan sebesar Rp.
222.391.,283.583,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus
Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima
Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan scbesar Rp. 3.786.624.300,00 (Tiga
Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua
Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);

(7] Belanja modal aset lainnya sebagmimana dimaksud pada ayat (1)
hurul [ direncanakan sebesar Rp. 1.557.000.000,00 (Satu Milyar
Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Pasal 10

Angearan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan Rp. 55.153.439.380,00 Lima Puluh Lima Milyar
Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu
Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari atas belanja tidak
terdugn.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp. 328.666.900.200,00 ( Tiga
Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam
Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah, yang terdin atas:

n. Belanjn bagi hasil: don
b, Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 7.502.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima
Ratus Dua Juta Rupiah );



(3) Belanja bantuan kcuangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b direncanakan scbesar Rp. 321.164.900.200,00 (Tiga Ratus
Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan
Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah )

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp.12.962.500.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam
Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan daerah scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.12.962.500.000,-
(Dua Belas Midyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) dalam bentuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya vang direncanakan scbesar
Rp.12.962.500.000,- (Dua Belaus Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh
Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayann daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.12.962.500.000,-
(Dua Relas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) dalam bentuk Penyertasn modal daerah yang
direncanakan sebesar Rp.12.962.500.000,- (Dua Belas Milyar
Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiahj.

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggarun
belanja dacrah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) scbesar
nptogm

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayasn direncanakan sebesar Rp.0,00

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
pemerintah dacrah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnva
dimasukan dalam Perubahan APBD Kabupaten Murung Rayva
Tahun Anggran 2025 , dengan cara terlebih dahulu melakukan
Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,

dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD  selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggarun Tahun 20235,

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan /atau
kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



(3)

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat menganggu kegiatan
pelayanan publik;

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

¢, pengeluaran dacrah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya vang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini terdiri dari :

a. Lampiran | Ringkasan APBD vang dikasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembinyaan;

b, Lampiran Il Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Dacrah dan Organisasi ;

¢, Lampiran 111 Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program,
Kegiatan Beserta Hasil den Sub  Kegiatan
Beserta Keluaran;

e. LampiranV  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanjn Untuk Pemenuhan SPM;

¢ Lampiran VIl Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS  dengan
Rancangan Angguran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

j. Lampiran X  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;



k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

1. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Invesiasi
Daerah Lainnya;

m, Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy
Years);
Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
Lampiran XVl Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2025 scbagai landasan operasional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2025,

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini cdengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj.BUPATI MURUNG RAYA,
- '_.-r"_-'-_ S %

".."";1-: = [
.'J o |

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 31 Desember 2024

'
MEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 33;
5i ) BUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : ( 10 ,106/2021



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanjn Dacrah sclanjutnya disingkat APBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui olch
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang
Keuangan Negara).

Semua Penerimaan Dacrah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan
dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam
rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan

pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas
Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun
anggaran, APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Dacrah dan
semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun
angegaran tertentu, Pemungutan semua pencrimaan Dacrah  bertyjuan untuk
memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran
daerah dan ikatan yang membebani dacrah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi
kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah,

APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan
terdiri atas Pendapatan Asli Daerah(PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagan dana
perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana
darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan dacrah dalam rangka
melaksanakan kewenangan untuk penyvelenggaraan pelayanan umum selama satu
periode anggaran, Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal
| Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja
yang diterapkan pemerintah saat ini, maka sectiap alokasi APBD harus disesuaikan
dengan tingkat pelayanan yang akan dicapal. Sehingga kinerja pemerintsh daerah dapat
diukur melalul evaluasi terhadap laporan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pendapatan Dacrah adalabh penecrimaan
yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat



Pasal 3

Pasal 4

kenaikan aktiva ataupun penurunan utang vang dapat digunakan
oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu
daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang
dimaksud dengan belanja adalah pengeluaran uang dari rekening
kas umum daerah vang tidak akan diterima kembali. Yang
dimaksud Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup
defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus, Defisit atau
surplus lerjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan
daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk
menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali
dan/atau penerimaan vang periu dibayar kembali, baik pada tahun
anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi
dalam 2 bagian yaitu  Penerimaan Pembiayaan Daerah dan
Pengeluaran Pembiayaan Dacrah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan yang diperoleh dacrah berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
mengumpulkan dana guna Kkeperluan daerah  yang
bersangkutian dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
dacrah dan pengelolaan kekayaan dacrah yvang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hurul b

Yang dimaksud dengan Dana Perimbangan adalah dana vang
bersumber dan pendapatan APBN vang dialokasikan kepada
daerah (olonom) untuk mendanal kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisas).

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah adalah jenis penerimaan daerah vang terdiri dari lain-lain
penerimaan vang sah, penerimaan dari provinsi dan
Pendapatan Lainnya.

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan Pajak Daecrah adalah iuran rakyat
kepada pemerintah untuk Kas Daerah yang digunakan untuk
membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat
wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa
timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku,

Huruf b

Yung dimaksud dengan Retnibusi Daerah adalah pungutan
dacrah atas pembavaran jasa atau pemberian izin vang
diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau
badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dan
adanya retribusi dacrah tersebut langsung dapat dirasakan
oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Derah
Yang Dipisahkan adalah Bagian laba usaha daecrah



merupakan penerimaan dacrah yang berasal dari hasil
perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD,
Perusahaan dacrah dan penyertaan modal daerah kepada
pihak ketiga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
sah adalah penerimaan dacrah yang diperoleh pemerintah
daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayal (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pasal 5

Pasal 6

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 7

Pasal 8

Yang dimaksud Belanja Dacrah adalah perkiraan beban pengeluaran

daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi,

khususnya dalam pemberian pelayanan umum,

Huruf a
Yang dimaksud dengan Belanja Operasi adalah pengeluaran
anggaran untuk kegiatan schari-hari Pemerintah Daerah
vang memberi manfaat jangka pendek.

Huruf b
Yang dimaksud dengan belunjn modal adalah pengeluaran
yvang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset
tetap dan aset lainnva yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan,
dan hewan.

Hurul ¢
Yang dimaksud dengan belanja tidak terduga adalah belanja
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial vang tidak diperkirakan sebelumnya
termasuk  pengembalian  atas  pendapatan  daerah
tahun-tahun sebelumnya.

Huruf d
Yang dimaksud dengan belanja transfer adalah pengeluaran
anggaran dari pemerintah dacrah kepada pemeriniah dacrah
Jainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah
kepadn pemerintah desa.

Ayat (1)

Huruf n
Yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah belanja



kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang vang
ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yvang dibenkan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah
daerah baik yvang bertugas di dalam maupun di luar daerah
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,
kecuali pekerjanan yang berkaitan dengan pembentukan
modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur,
kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.
Hurul b
Yang dimaksud dengan belanja barang dan jasa adalah
digunakan untuk pembelian barang dan jasa yvang habis
pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh:
pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa
pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan subsidi adalah alokasi anggaran yang
diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang
bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
produksi/jasa vang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat banyak.
Huruf d
Hibah digunakan wuntuk menganggarkan pemberian
uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, vang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus.
Huruf e
Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pembenan
bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan
selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang
bertujuan untuk peningkatan kescjahteraan masyarakat.
Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai
politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayal (4)
Cukup Jelas
Ayat [5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas



Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURLUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 33;



Lampiran | Peraturan Dassah
Momaor - 11 Tahum 2024
Tanggal = 31 Desember 2024

KABUPATEN MURUNG RAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JUMLAH {Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 55.192.351.799,00
41 Pajak Daerah 36.067 224 37300
4102 Retribusi Dasrah 38.950.000 000 00
4103 Hasil Pengelolaan Kekayaan Dasrah yang Dipisahkan 39632 60400
4.1.04 Lain-tain PAD yang Sah 21135527 822100
42 PENDAPATAN TRANSFER 2.475.504.941 064,00
42Mm Pendapztan Transier Pemersiniah Pusal 2453473187 000 0D
4202 Pendapatan Transfer Anlar Daerah X2.326.780.001,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH T.500.000.000,00
4303 Lain-tain Pendapalan Sesual dengan Kelenuan Peraturan Peundano-UndzEngan 7 500.000 00000
Jumiah Pendapatan 2.579.197.332.860,00
& BELANJA DAERAH
5.4 BELANJA OPERASI 1.617.490.942.155,78
51.01 Befanja Pegawa T44.510.691 39232
5.1.02 Belanjz Barang dan Jasa 7100248028 142 45
2.1.04 Belanja Subsidi 7540652 739,00
5.1.05 Bsatanja Hibah 1291056803 815,00
2.1 08 Belanja Bantuan Sosial 26,305.000 000 00
B2 BELANJA MODAL 577.586.051.124,22
5201 Belania Modal Tanah 9,430 000.000.00
5202 Betanja Modal Peralatan dan Mesin 98.239.657 72822
5203 Belanjz Modal Gedung dan Bangunan 241 481 475513 00
5204 Belanja Modal Jalan, Janngan, dan Ingasi 222 391 253583 00
5205 Belzanja Modal Asst Tetap Lainnya 3.785.624.300,00
5208 Belanja Modal Ass! Lainnya 1557 .000 000,00
53 BELANJA TIDAK TERDUGA £5.153.43%.380.00
5301 Belanja Tidak Terdugs 55 153,433 380.00
5.4 BELANJA TRANSFER 323.666.900. 200,00
S4m Belanjz Bagi Hasil 7.502.000.000,00
3402 Belanja Bantuan Keuanogan 321.184.300:200, 00
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KODE URALAN JUMLAH [Rp)
1 2 3
Jumlah Sulanja ‘2.570.157.312 880,00
Total Surptusi{Defiait) 0.00
] PEMBIAYAAN DAERAM
6t PENERIMAAN PEMBIAYAAN 12.942 800,000,00
4 S Labin Paridungan Anggarsn Tahun Setelumnyo 12 #2.500.000.00
8.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 12,942 500.000,00
6202 Penyertzan Moos: Dasran 12 #62.500.000,00
Jumiah Penerimaan Pemblsysan 12.562 £00.000,00
Jumltah Pengeluaran Pembiayaan 12.962.500,000,00
Pemblayaan Netto 0.00
62 Siaa Latih Pambiaysan Anggaran Daersh Tahun Beransan (SILPA) 0,00

LR ocetal pacta 20350715 1085 43

Kab Murung Raya. 31 Desember 2024
Pj Bupat




